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TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

Menimbang

Mengingat

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di
bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan serta untuk peningkatan kinerja organisasi,
perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
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Menetapkan

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL  ANALIS PEMBIAYAAN  INFRASTRUKUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan
manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melakukan  kegiatan  analisis
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan.

Pejabat Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya
disebut Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan
kegiatan analisis pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan.

Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan adalah kegiatan perencanaan, penyiapan,
pelaksanaan dan/atau transaksi, serta pemantauan dan
evaluasi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan.

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang
selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara
pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan
infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu
spesifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri, kepala
lembaga, kepala daerah, badan usaha milik negara, atau
badan wusaha milik daerah yang sebagian atau
seluruhnya dengan menggunakan sumberdaya badan
usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di
antara para pihak.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang
harus dicapai oleh Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat
dan/atau jabatan.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK
adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka
Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat
dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan.
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Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah
tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan
bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan
tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian
kinerja Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan dalam bentuk Angka Kredit.
Standar Kompetensi Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya
disebut = Standar  Kompetensi adalah  deskripsi
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
diperlukan seorang Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam melaksanakan
tugas jabatan.

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian
terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial
kultural dari Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan
fungsi dalam jabatan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus
dicapai oleh Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan sebagai prasyarat pencapaian
hasil kerja.

Hasil Kerja Minimal adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan, dan hasil kajian atau penelitian yang
disusun oleh Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan.

Karya Tulis atau Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan baik perorangan atau kelompok
di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum Dan Perumahan.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang
selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.
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BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

(1) Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional di bidang Analisis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Instansi
Pemerintah.

(2) Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabat tinggi
pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas
yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan.

(3) Kedudukan Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan
analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan
analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan jabatan karier
PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan termasuk

klasifikasi/rumpun manajemen.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan Jabatan
Fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Pertama;

b. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Muda;
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c. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Madya; dan

d. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Utama.

(3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6
Tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu melaksanakan
kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan.

Bagian Kedua
Unsur dan Subunsur Kegiatan

Pasal 7
(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, yaitu:
a. perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;
b. penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;
c. pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan.
(2) Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas:
a. perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan, meliputi:
1. penyusunan perencanaan pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
2. penyusunan manajemen risiko pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
dan
3. pemodelan pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;
b. penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan, meliputi:
1. penyusunan studi pembiayaan proyek
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
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dan

2. pendampingan penyusunan studi pembiayaan
proyek infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

c. pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan,
meliputi:

1. persiapan pengadaan badan usaha pelaksana;

2. pengadaan badan wusaha pelaksana dan
penandatanganan perjanjian KPBU;

3. pendampingan teknis transaksi proyek KPBU
atau kerja sama pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan; dan

4. pelaksanaan penyaluran kemudahan dan/atau
bantuan pembiayaan perumahan; dan

d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan, meliputi:

1. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

KPBU; dan

2. pemantauan dan evaluasi penyaluran
kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan
perumahan.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8
Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai
berikut:
a. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Pertama, meliputi:
1. mengompilasi data:
a) kerangka kerja (framework), program,
penyusunan daftar proyek, dan project

pipeline kerja sama pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;

b) isu dan/atau permasalahan pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;

c) rencana induk infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

d) rencana pembiayaan dan strategi
pengembangan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

e) norma, standar, prosedur, dan kriteria

pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

f)  perjanjian kerja sama dan/atau
memorandum of understanding
pembiayaan infrastruktur pekerjaan

umum dan perumahan;
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g)

h)

j)

k)

)

t)

v)

hibah, pinjaman, dan/atau kemitraan
dengan luar negeri dalam kerangka
pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

kajian kesesuaian kerangka regulasi dan
kelembagaan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

kajian kesesuaian rancangan teknis dasar
(basic engineering design) dalam
pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

kajian kelayakan ekonomi dan finansial
dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

kajian kerangka kerja pengelolaan dampak
lingkungan dan sosial dalam pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;

kajian kesesuaian bentuk kerja sama
pembiayaan dalam penyediaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahaan;

kajian dukungan dan/atau jaminan
pemerintah dalam konteks kelayakan
pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

penyusunan dokumen bisnis (business
case) pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

perencanaan pengadaan tanah dan
permukiman kembali dengan rencana
proyek KPBU;

pendampingan transaksi proyek kerja
sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

penyaluran kemudahan dan bantuan
pembiayaan perumahan;

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;

kajian petunjuk teknis pemantauan
penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;
pendampingan teknis pelaksanaan
kegiatan  pemantauan dan = evaluasi
penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
proyek kerja sama pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum  dan
perumahan secara berkala/periodik; dan
pemantauan penyelenggaraan pembiayaan
perumahan;

melakukan identifikasi risiko dan kompilasi
data mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur
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pekerjaan umum dan perumahan;

melakukan pemodelan finansial atas peristiwa
risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

melakukan analisis kelengkapan dokumen
pembiayaan proyek infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

menganalisis kelayakan proyek pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
melakukan perhitungan komponen harga jual
rumabh;

menyusun bahan pelaksanaan konsultasi pasar
(market consultation);

menganalisis  kelengkapan dan  kesiapan
tahapan pengadaan badan usaha KPBU;
menyusun dokumen kelengkapan proses
prakualifikasi dan pelelangan proyek kerja
sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan atau badan penyiapan
KPBU;

menyusun memorandum informasi proyek; dan
melakukan penyiapan penandatanganan
perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Muda, meliputi:

1.

menyusun  kerangka = kerja (framework),

program, daftar proyek, dan project pipeline

kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

melakukan seleksi proyek KPBU infrastruktur

pekerjaan umum dan perumahan;

melakukan telaahan:

a) isu dan/atau permasalahan pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;

b) rencana induk infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

Cc) rencana pembiayaan dan strategi
pengembangan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

d) kebutuhan norma, standar, prosedur, dan
kriteria bidang pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

e) substansi perjanjian kerja sama dan/atau
memorandum of understanding
pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

f) pemanfaatan dana hibah, pinjaman,
dan/atau kemitraan dengan luar negeri
dalam kerangka pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

g) kesesuaian kerangka regulasi dan/atau
kelembagaan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;
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h)

j)

k)

-10-

kesesuaian rancangan teknis dasar (basic
engineering design) dalam pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;

dukungan dan/atau jaminan pemerintah
dalam konteks kelayakan pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;

kerangka kerja pengelolaan dampak
lingkungan dan sosial dalam pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;

kesesuaian bentuk kerja sama pembiayaan
dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahaan;

hasil pelaksanaan konsultasi pasar;

hasil evaluasi penyelenggaraan
pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

petunjuk teknis pemantauan

penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan; dan
pendampingan teknis pelaksanaan
kegiatan  pemantauan dan  evaluasi
penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

menyusun strategi pengembangan pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan/atau
perumahan;

melakukan analisis risiko dan mitigasi risiko
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

melakukan pemodelan harga jual rumabh;
melakukan analisis:

a)

b)

)

pasar pembiayaan primer dan sekunder
pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

kelayakan ekonomi dan finansial dalam

pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan; dan
kesesuaian dokumen perencanaan

pengadaan tanah dan  permukiman
kembali dengan rencana proyek KPBU;

melakukan pendampingan:

a)

b)

penyusunan dokumen bisnis (business
case) pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

konsultasi pasar (market consultation)
proyek kerja sama pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan; dan

persiapan pengadaan badan usaha
pelaksana proyek kerja sama pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;
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melakukan riviu atas konfirmasi minat pasar;
melakukan telaahan substansi teknis
pengadaan badan usaha,;

menyusun dokumen prakualifikasi/request for
qualification, permintaan proposal/request for
proposal dan rancangan perjanjian KPBU
dan/atau perjanjian badan penyiapan KPBU;
menyusun jawaban sanggah atas |Thasil
pelelangan kerja sama pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
dan/atau badan penyiapan KPBU;

melakukan finalisasi dokumen perjanjian kerja
sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan dan/atau badan
penyiapan KPBU;

menyusun adendum dokumen perjanjian kerja
sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan dan/atau badan
penyiapan KPBU;

menyusun prognosa penyaluran kemudahan
dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan  pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan proyek kerja sama
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan secara berkala/periodik; dan
melakukan pemantauan penyelenggaraan
pembiayaan perumahan;

Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Madya, meliputi:

1.

melakukan kajian alternatif rekomendasi:
a) kerangka kerja (framework), program,
penyusunan daftar proyek, dan project

pipeline kerja sama pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;

b) norma, standar, prosedur, dan kriteria
pembiayaan infrastruktur pekerjaan

umum dan perumahan;

c) pemanfaatan dana hibah, pinjaman,
dan/atau kemitraan dengan luar negeri
dalam kerangka pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

d) kesesuaian kerangka regulasi dan
kelembagaan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

e) kesesuaian rancangan teknis dasar (basic
engineering design) dalam pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum  dan
perumahan;

f) sumber, pola, dan skema pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;
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g) kelayakan ekonomi dan finansial dalam
pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

h) kerangka kerja pengelolaan dampak
lingkungan dan sosial dalam pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;

i)  kesesuaian bentuk kerja sama pembiayaan
dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan; dan

j) dukungan dan/atau jaminan pemerintah
dalam konteks kelayakan pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;

menyusun alternatif =~ skenario rencana

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum

dan/atau perumahan;

menyusun perjanjian kerja sama dan/atau

memorandum of understanding pembiayaan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
melakukan telaahan mitigasi risiko pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
melakukan telaahan pembiayaan harga jual
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
melakukan validasi atas hasil penyusunan
dokumen bisnis (business case) pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
mengevaluasi penetapan lokasi proyek KPBU;
melakukan validasi teknis hasil telaahan
persiapan pengadaan badan usaha KPBU;
menganalisis kelayakan proyek berdasarkan
dokumen tahap penyiapan pengadaan;
melakukan telaahan atas:

a) kegagalan proses dialog optimalisasi;

b) hasil prakualifikasi dan/atau pelelangan
kerja sama pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan
dan/atau badan penyiapan KPBU oleh
panitia pengadaan; dan

c) usulan perubahan anggota atau komposisi
konsorsium peserta lelang;

menyusun rekomendasi terkait badan usaha

yang menjadi pemenang lelang;

melakukan pendampingan:

a) pelaksanaan prakualifikasi dan pelelangan
badan usaha pelaksana proyek kerja sama
pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

b) pemenuhan persyaratan pendahuluan
proyek kerja sama pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum  dan
perumahan; dan

c) penetapan lokasi proyek kerja sama
pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;
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melakukan pendampingan teknis pelaksanaan
kegiatan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

melakukan pengujian penyelenggaraan
penyaluran kemudahan dan bantuan
pembiayaan perumahan; dan

melakukan evaluasi hasil pemantauan
penyelenggaraan pembiayaan perumahan; dan

Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Utama, meliputi:

1.

merumuskan rekomendasi kerangka kerja

(framework), program penyusunan daftar

proyek, dan project pipeline kerja sama

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

menyusun rekomendasi:

a) rencana dan strategi pengembangan
pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

b) pemanfaatan dana hibah, pinjaman,
dan/atau kemitraan dengan luar negeri
dalam kerangka pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

c) teknis kesesuaian kerangka regulasi dan
kelembagaan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

d) teknis kesesuaian rancangan teknis dasar
(basic engineering design) dalam
pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

e) teknis kelayakan ekonomi dan finansial
dalam pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

f) sumber, pola, dan skema pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;

g) teknis kerangka kerja pengelolaan dampak
lingkungan dan sosial dalam pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;

h) bentuk kerja sama dalam penyediaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahaan; dan

i) dukungan dan/atau jaminan pemerintah
dalam konteks kelayakan pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum  dan
perumahan;

melakukan validasi atas:

a) hasil kajian  alternatif rekomendasi
kerangka kerja (framework), program
penyusunan daftar proyek, dan project
pipeline kerja sama pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;
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b) hasil pemodelan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

c) hasil penyelenggaraan pengadaan badan
usaha pelaksana;

d) substansi perjanjian kerja sama
pemerintah dan badan usaha;

e) hasil penyelenggaraan pendampingan
transaksi proyek kerja sama pembiayaan
infrastruktur  pekerjaan umum dan
perumahan;

f)  hasil penyelenggaraan pembayaran
penyaluran kemudahan dan bantuan
pembiayaan perumahan;

g)  hasil evaluasi penyelenggaraan
pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan; dan

h) hasil penyelenggaraan kegiatan

pemantauan pembiayaan perumahan;

4. menyusun norma, standar, prosedur, dan
kriteria pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan; dan

5. menyusun strategi tindakan korektif atas:

a) temuan hasil evaluasi penyelenggaraan

pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan; dan
b) temuan hasil pemantauan

penyelenggaraan pembiayaan perumahan.
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan
masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.

Bagian Keempat
Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai jenjang
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
sebagai berikut:

a.

Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ahli Pertama, meliputi:
1. laporan kompilasi data:
a) kerangka kerja (framework program,
penyusunan daftar proyek, dan project pipeline
kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan
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umum dan perumahan;

isu dan/atau permasalahan pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
rencana induk infrastruktur pekerjaan umum
dan perumahan;

rencana pembiayaan dan strategi
pengembangan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

norma, standar, prosedur, dan kriteria
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

perjanjian kerja sama dan/atau memorandum
of understanding pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

hibah, pinjaman, dan/atau kemitraan dengan
luar negeri dalam kerangka pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
kajian kesesuaian kerangka regulasi dan
kelembagaan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

kajian kesesuaian rancangan teknis dasar
(basic engineering design) dalam pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
kajian kelayakan ekonomi dan finansial dalam
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

kajian kerangka kerja pengelolaan dampak
lingkungan dan sosial dalam pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
kajian  kesesuaian bentuk kerja sama
pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahaan;

kajian dukungan dan/atau jaminan pemerintah
dalam konteks kelayakan pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
penyusunan dokumen bisnis (business case)
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

perencanaan pengadaan tanah dan
permukiman kembali dengan rencana proyek
KPBU;

pendampingan transaksi proyek kerja sama
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

penyaluran kemudahan dan bantuan
pembiayaan perumahan;

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
kajian petunjuk teknis pemantauan
penyelenggaraan  pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;
pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;
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u) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan secara
berkala/periodik; dan

v) pemantauan penyelenggaraan = pembiayaan
perumahan;

laporan hasil identifikasi risiko dan kompilasi data

mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan

umum dan perumahan;

laporan pemodelan finansial atas peristiwa risiko

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan

perumahan;

laporan analisis kelengkapan dokumen pembiayaan

proyek infrastruktur pekerjaan umum dan

perumahan;

laporan analisis kelayakan pembiayaan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

dokumen perhitungan komponen harga jual rumah;
laporan penyusunan bahan pelaksanaan konsultasi
pasar (market consultation);

laporan analisis kelengkapan dan kesiapan tahapan

pengadaan badan usaha KPBU;

dokumen kelengkapan proses prakualifikasi dan

pelelangan  proyek kerja sama  pembiayaan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan atau
badan penyiapan KPBU;

memorandum informasi proyek; dan

laporan penyiapan penandatanganan perjanjian

kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan

umum dan perumahan;

Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ahli Muda, meliputi:

1.

dokumen kerangka kerja (framework), program

daftar proyek, dan project pipeline kerja sama

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

laporan hasil seleksi proyek KPBU infrastruktur

pekerjaan umum dan perumahan;

dokumen telaahan:

a) isu dan/atau permasalahan pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

b) rencana induk infrastruktur pekerjaan umum
dan perumahan;

Cc) rencana pembiayaan dan strategi
pengembangan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

d) kebutuhan norma, standar, prosedur, dan
kriteria bidang pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

e) substansi perjanjian kerja sama dan/atau
memorandum of understanding pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

f) pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/atau
kemitraan dengan luar negeri dalam kerangka
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
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g) kesesuaian kerangka regulasi dan/atau
kelembagaan pembiayaan infrastruktur

pekerjaan umum dan perumahan;

h) kesesuaian rancangan teknis dasar (basic
engineering design) dalam pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

i)  dukungan dan/atau jaminan pemerintah dalam
konteks kelayakan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

j)  kerangka kerja pengelolaan dampak lingkungan
dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

k) kesesuaian bentuk kerja sama pembiayaan
dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahaan;

1)  hasil pelaksanaan konsultasi pasar;

m) evaluasi penyelenggaraan pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

n) petunjuk teknis pemantauan penyelenggaraan
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan; dan

o) pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

dokumen strategi  pembiayaan  infrastruktur

pekerjaan umum dan/atau perumahan;

dokumen analisis risiko dan mitigasi risiko

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan

perumahan;

dokumen pemodelan harga jual rumah;

laporan hasil analisis:

a) pasar pembiayaan primer dan sekunder
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

b) kelayakan ekonomi dan finansial dalam
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan; dan

c) kesesuaian dokumen perencanaan pengadaan
tanah dan permukiman kembali dengan
rencana proyek KPBU;

laporan pendampingan:

a) penyusunan dokumen bisnis (business case)
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

b) konsultasi pasar (market consultation) proyek
kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan; dan

c) persiapan pengadaan badan usaha pelaksana
proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

laporan riviu konfirmasi minat pasar;

dokumen hasil telaahan substansi teknis pengadaan

badan usaha;
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dokumen prakualifikasi/request for qualification,
permintaan proposal/request for proposal, dan
rancangan perjanjian KPBU dan/atau perjanjian
badan penyiapan KPBU;

laporan jawaban sanggah atas hasil pelelangan kerja
sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum
dan perumahan dan/atau badan penyiapan KPBU;
dokumen perjanjian kerja sama pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
dan/atau badan penyiapan KPBU;

dokumen adendum  perjanjian kerja sama
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan dan/atau badan penyiapan KPBU;
laporan prognosa penyaluran kemudahan dan/atau
bantuan pembiayaan perumahan;

laporan instrumen pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum < dan = perumahan = secara
berkala/periodik; dan

laporan pemantauan penyelenggaraan pembiayaan
perumahan;

Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ahli Madya, meliputi:

1.

dokumen kajian alternatif rekomendasi:

a) kerangka kerja (framework), program,
penyusunan daftar proyek, dan project pipeline
kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan;

b) norma, standar, prosedur, dan kriteria
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

c) pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/atau
kemitraan dengan luar negeri dalam kerangka
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

d) kesesuaian kerangka regulasi dan kelembagaan
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan

perumahan;
e) kesesuaian rancangan teknis dasar (basic
engineering design) dalam pembiayaan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

f) sumber, pola, dan skema pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

g) kelayakan ekonomi dan finansial dalam
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

h) kerangka kerja pengelolaan dampak lingkungan
dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

i)  kesesuaian bentuk kerja sama pembiayaan
dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahaan; dan
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j)  dukungan dan/atau jaminan pemerintah dalam
konteks kelayakan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

dokumen alternatif skenario rencana teknis

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum

dan/atau perumahan;

dokumen  perjanjian kerja sama dan/atau

memorandum  of  understanding = pembiayaan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
dokumen hasil telaahan mitigasi risiko pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
dokumen hasil telaahan pembiayaan harga jual
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendabh;
laporan validasi atas hasil penyusunan dokumen
bisnis (business case) pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

laporan evaluasi penetapan lokasi proyek KPBU;

laporan validasi teknis hasil telaahan persiapan

pengadaan badan usaha KPBU;

laporan hasil analisis kelayakan proyek berdasarkan

dokumen tahap penyiapan pengadaan;

laporan:

a) kegagalan proses dialog optimalisasi;

b) hasil prakualifikasi dan/atau pelelangan kerja
sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan dan/atau badan
penyiapan KPBU oleh panitia pengadaan; dan

c) usulan perubahan anggota atau komposisi
konsorsium peserta lelang;

laporan rekomendasi terkait badan usaha yang

menjadi pemenang lelang;

laporan pendampingan:

a) pelaksanaan prakualifikasi dan pelelangan
badan usaha pelaksana proyek kerja sama
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

b) pemenuhan persyaratan pendahuluan proyek
kerja sama pembiayaan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan; dan

c) penetapan lokasi  proyek  kerja  sama
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

laporan hasil pendampingan teknis pelaksanaan

kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

laporan pengujian penyelenggaraan penyaluran

kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;

dan

dokumen evaluasi hasil pemantauan

penyelenggaraan pembiayaan perumahan; dan

Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ahli Utama, meliputi:

1.

dokumen rumusan rekomendasi kerangka kerja
(framework), program penyusunan daftar proyek,
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dan project pipeline kerja sama pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
dokumen rekomendasi teknis:

a)

b)

g)

h)

rencana dan strategi pengembangan
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

pemanfaatan dana hibah, pinjaman, dan/atau
kemitraan dengan luar negeri dalam kerangka
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

kesesuaian kerangka regulasi dan kelembagaan
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

kesesuaian rancangan teknis dasar (basic
engineering design) dalam pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
kelayakan ekonomi dan finansial dalam
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan;

sumber, pola, dan skema pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
kerangka kerja pengelolaan dampak lingkungan
dan sosial dalam pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

bentuk kerja sama dalam  penyediaan
infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahaan; dan

dukungan dan/atau jaminan pemerintah dalam
konteks kelayakan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

laporan validasi atas:

a)

g)

h)

kajian alternatif rekomendasi kerangka kerja
(framework), program penyusunan daftar
proyek, dan project pipeline kerja sama
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan

hasil pemodelan pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

hasil penyelenggaraan pengadaan badan usaha
pelaksana;

substansi perjanjian kerja sama pemerintah
dan badan usaha;

hasil penyelenggaraan pendampingan transaksi
proyek kerja sama pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan;

hasil penyelenggaraan pembayaran penyaluran
kemudahan dan bantuan pembiayaan
perumahan;

hasil evaluasi penyelenggaraan pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
dan

hasil penyelenggaraan kegiatan pemantauan
pembiayaan perumahan;

dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
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perumahan; dan
5. dokumen strategi tindakan korektif atas:

a) temuan  hasil evaluasi penyelenggaraan
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan; dan

b) temuan hasil pemantauan penyelenggaraan
pembiayaan perumahan.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang sesuai
dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di
bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit
kerja yang bersangkutan.

Pasal 11
(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan
sebagai berikut:

a. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan yang melaksanakan tugas Analisis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan yang berada 1 (satu) tingkat di atas
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka
Kredit setiap butir kegiatan; dan

b. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan yang melaksanakan tugas Analisis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit
setiap butir kegiatan.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
dilakukan melalui:

pao o

(1)

(2)

(4)

(S)

pengangkatan pertama;
perpindahan dari jabatan lain;
penyesuaian; atau

promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan melalui pengangkatan pertama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
berstatus PNS;
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat
bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan,
perencanaan wilayah dan kota, manajemen,
ekonomi, akuntansi, aktuaria, administrasi bisnis,
hukum, atau administrasi publik; dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

1 (satu) tahun terakhir.
Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan
kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dari
calon PNS.
Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun wajib
diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan
lulus pelatihan fungsional di bidang Analisis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus
pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan dinilai dan ditetapkan
pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan
Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan.

fao o
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Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan melalui perpindahan dari jabatan lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Dberstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. Dberijazah paling rendah:

1. sarjana atau diploma empat bidang teknik sipil,
arsitektur, teknik lingkungan, perencanaan
wilayah dan kota, manajemen, ekonomi,
akuntansi, aktuaria, administrasi bisnis,
administrasi publik, hukum, atau kualifikasi
bidang lainnya yang relevan dengan tugas
Jabatan  Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk
jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ahli  Pertama  sampai dengan Jabatan
Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya;
dan

2. magister di bidang teknik sipil, arsitektur,
teknik lingkungan, perencanaan wilayah dan
kota, manajemen, ekonomi, akuntansi,
aktuaria, administrasi bisnis, administrasi
publik, kebijakan publik, hukum, atau
kualifikasi bidang lainnya yang relevan dengan
tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk
Jabatan  Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ahli Utama;

e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar
Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi
Pembina;

f.  memiliki pengalaman di bidang pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
paling singkat 2 (dua) tahun terakhir;

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

h. berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki  Jabatan Fungsional  Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Pertama dan Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Muda;
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2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan
menduduki  Jabatan Fungsional  Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Madya;

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan
menduduki  Jabatan  Fungsional  Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Utama bagi PNS yang
telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan

4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki  Jabatan  Fungsional  Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Utama bagi PNS yang
telah menduduki Jabatan Fungsional ahli
utama lain.

Pengangkatan  Jabatan  Fungsional  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan
ketersedian lowongan kebutuhan jenjang Jabatan
Fungsional yang akan diduduki.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang
dimiliki dan jenjang jabatan yang yang ditetapkan sesuai
dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan
mempertimbangkan pengalaman di bidang pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ahli Utama dari pejabat fungsional utama
lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan
kebutuhan untuk Jabatan  Fungsional Analisis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan yang akan diduduki dan mendapat
persetujuan Menteri.

Bagian Keempat
Penyesuaian

Pasal 16
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf ¢ harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
berstatus PNS;
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
memiliki pengalaman di bidang pembiayaan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
paling kurang 2 (dua) tahun; dan
f.  nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir.

© 0o TP
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Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan bagi jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli
madya dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan
untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan
dalam  Jabatan  Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui
penyesuaian diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Kelima
Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui
promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d,
ditetapkan berdasarkan kriteria:

a.
b.

(1)

termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan
kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga
pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang
akan diduduki.

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan melalui promosi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 dilaksanakan untuk:

a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan; atau

b. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan yang akan naik jenjang 1 (satu)
tingkat lebih tinggi.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan melalui promosi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:
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a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar
Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi
Pembina;

b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;

c. memiliki rekam jejak yang baik;

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan
profesi PNS; dan

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan melalui promosi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan

lowongan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang

akan diduduki.

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Perumahan melalui promosi dinilai dan

ditetapkan dari tugas jabatan.

PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan Ahli Utama harus memenuhi persyaratan

lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 20

Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan wajib
dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau
kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21
Penilaian kinerja Analis Pembiayaan Infrastruktur
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Pekerjaan Umum dan Perumahan bertujuan untuk
menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan
sistem prestasi dan sistem karier.

(2) Penilaian kinerja Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan dilakukan
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu
dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan
target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta
perilaku PNS.

(3) Penilaian kinerja Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan dilakukan secara
objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 22
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
meliputi:

a. SKP; dan
b. perilaku kerja.

Bagian Kedua
SKP

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

(1) Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan wajib menyusun SKP setiap awal tahun.

(2) SKP merupakan target kinerja Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang
bersangkutan.

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari
penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka
Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas
tambahan.

(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan
penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25
(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk
penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
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SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hasil penilaian SKP Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2
Target Angka Kredit

Pasal 26

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayat (1) bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan setiap tahun wajib

mengumpulkan Angka Kredit paling kurang:

a. 12,5 (dua ©belas koma Ilima) untuk Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ahli Pertama;

b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli
Muda;

c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ahli Madya; dan

d. 50 (lima puluh) wuntuk Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli
Utama.

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d tidak ©berlaku bagi Analis Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli

Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang

jabatan yang didudukinya.

Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), Analis Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan wajib memperoleh

Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan target

Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 3
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan
jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum
tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan
diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka
Kredit, paling sedikit:

a. 10 (sepuluh) untuk Analis Pembiayaan Infrastruktur
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Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama;

b. 20 (dua puluh) untuk Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli
Muda; dan

c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli
Madya.

(2) Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ahli Utama yang menduduki pangkat
tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki
pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua
puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28
Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b
ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan
Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan dan dinilai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

(1) Capaian SKP Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk
dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.

(2) Capaian Angka Kredit Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150%
(seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit
minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan
Pasal 27.

(3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau
jabatan, capaian Angka Kredit Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan  Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada
pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka
Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan
setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
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Pasal 30

Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan mendokumentasikan Hasil Kerja yang
diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap
tahunnya.

Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat
meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik
Hasil Kerja Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan.

Hasil penilaian dan PAK Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian
kinerja Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan.

Bagian Kedua
Pejabat Pengusul Angka Kredit

Pasal 31

Usulan PAK Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan diajukan oleh:

a.

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian pada Instansi Pembina kepada pejabat
pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan
pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
dan

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat
pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi
madya yang membidangi Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Instansi Pembina
untuk  Angka  Kredit bagi Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli
Madya, Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Ahli Muda, dan Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ahli Pertama di lingkungan Instansi
Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pejabat Penetap Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat penetap Angka Kredit, yaitu:

a.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk
Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Utama di
lingkungan Instansi Pembina;
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pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka
Kredit bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Ahli Madya di lingkungan
Instansi Pemerintah;

pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit
bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Muda di lingkungan Instansi
Pemerintah; dan

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi
madya yang membidangi pembiayaan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan pada Instansi Pembina
untuk Angka  Kredit bagi Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli
Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat
Tim Penilai

Pasal 33
Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh pejabat penilai;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan = pangkat
dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan,;
f.  memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,
pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan dalam pendidikan dan pelatihan.
Tim Penilai yang melakukan penilaian Angka Kredit bagi
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan terdiri atas:
a. Tim Penilai pusat:
1. untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
dan
2. untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
dan
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b. Tim Penilai instansi untuk Angka Kredit bagi Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ahli Muda dan Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli
Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 34

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang

membidangi Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Perumahan, unsur kepegawaian, dan Analisis

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang ketua merangkap anggota;

b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus berjumlah ganjil.

Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a paling rendah:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan; atau

b. Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Madya pada Instansi Pembina.

Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan  jabatan/pangkat Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
Angka Kredit Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan

c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS

lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja

Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan.

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai

ditetapkan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat bagi Tim Penilai pusat; dan
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b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan bagi Tim Penilai instansi.

(10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim
Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh
Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau
Tim Penilai pada Instansi Pembina.

Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Penilai dan
tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 36
(1) Kenaikan pangkat Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat

dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah

memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.

(2) Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit
pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal
pada setiap periode.

(3) Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi
untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan
Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan, untuk Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan:

a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. dengan pendidikan magister tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

c. dengan pendidikan doktor tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

(1) Dalam hal wuntuk kenaikan pangkat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat
melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. pengajar/pelatih di bidang Analisis Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
c. perolehan penghargaan;
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d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan.
Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka
Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka
Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38
Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 1 (satu)
tingkat lebih tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan;
b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;
c. nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;
d. memenuhi Hasil Kerja Minimal; dan
e. persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi
Pembina.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat
dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi
pendidikan paling rendah magister di bidang teknik sipil,
arsitektur, teknik lingkungan, perencanaan wilayah dan
kota, manajemen, ekonomi, akuntansi, aktuaria,
administrasi bisnis, administrasi publik, kebijakan
publik, hukum, atau bidang lain yang relevan dengan
tugas Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan sesuai dengan kualifikasi yang
ditentukan oleh Instansi Pembina.
Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan  ketersediaan lowongan kebutuhan
jabatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kinerja, Hasil
Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan menteri
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yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 39

Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Analis Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang
terkait dengan bidang tugas Jabatan Fungsional
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan;

b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan;

c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah
di bidang Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan;

d. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/
petunjuk teknis di bidang Analisis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

e. pengembangan kompetensi di bidang Analisis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan; atau

f.  kegiatan lain yang mendukung pengembangan
profesi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan yang ditetapkan oleh
Instansi Pembina.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

dan Perumahan yang akan naik ke jenjang jabatan ahli

madya dan ahli muda, Analis Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan wajib melaksanakan

kegiatan pengembangan profesi dengan Angka Kredit

pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:

a. 6 (enam) bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda yang
akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Madya; dan

b. 12 (dua belas) bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya yang
akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ahli Utama.

Pasal 40
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan yang secara bersama-sama membuat Karya
Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Pembiayaan
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Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh
persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh
persen) bagi penulis pembantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25%
(dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan
penulis utama dan penulis pembantu pembagian
Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama
untuk setiap penulis.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang
jabatan bagi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 42
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan
untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 43
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak
tercapai, Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

Pasal 44
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan dihitung berdasarkan beban kerja yang
ditentukan dari indikator:
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a. jumlah penyelenggaraan proyek KPBU atau
pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan yang ada dalam setiap tahunnya,;

b. jumlah penyelenggaraan kemudahan dan/atau
bantuan pembiayaan perumahan; dan

c. cakupan wilayah kerja Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perhitungan
kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pekerjaan umum dan perumahan rakyat setelah
mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45
Pengangkatan dalam Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan tidak dapat dilakukan
sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ditetapkan.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 46

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai
dengan jenjang jabatan.

(2) Kompetensi Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan, meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.

(3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan
pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan diikutsertakan dalam pelatihan.

(2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.

(3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
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a. pelatihan fungsional; dan

b. pelatihan teknis di bidang Analisis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan dapat mengembangkan kompetensinya

melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

Program  pengembangan kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;

b. seminar;

c. lokakarya (workshop);

d. konferensi; dan

e. studi banding.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan

pengembangan kompetensi serta penyusunan analisis

kebutuhan pelatihan Analis Pembiayaan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan diberhentikan dari jabatannya apabila:
mengundurkan diri dari jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan; atau
f.  tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki
alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan
tugas  Jabatan Fungsional  Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan diberhentikan karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e
dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan
terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan.
Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir
yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit
dari penilaian pelaksanaan tugas Analis Pembiayaan

opo T
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Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama

diberhentikan.

(5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan
dalam hal:

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan
Fungsional = Analis Pembiayaan  Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan; atau

b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.

Pasal 49

Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan yang diberhentikan karena ditugaskan pada
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf
e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat
terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah
diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya
dengan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta apabila
tersedia kebutuhan.

Pasal 50

(1) Terhadap Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan
pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang
Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

(2) Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan.
BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN
Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan Kkarier,
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan
pencapaian kinerja organisasi, Analis Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dilarang
rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.
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BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan

Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Perumahan yang bertanggung jawab untuk

menjamin terwujudnya standar kualitas dan

profesionalitas jabatan.

Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Instansi Pembina mempunyai tugas

meliputi:

a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan;

b. menyusun Standar Kompetensi;

c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan
pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan;

e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya
Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Analisis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan;

f.  menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan;

g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan;

h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional
pada lembaga pelatihan;

i.  menyelenggarakan Uiji Kompetensi Jabatan
Fungsional @ Analis Pembiayaan  Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan;

j- menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan;

l.  mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional @ Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan;

m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan
Fungsional @ Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan;

n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
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profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan;

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Lembaga Administrasi Negara;

q- melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di
Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan
Fungsional = Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan;

r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna
dalam rangka pembinaan karier Jabatan Fungsional
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan; dan

s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi
jabatan.

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah

pengguna Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan setelah

mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.

Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf

1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf

s menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan

Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Perumahan secara berkala sesuai dengan

perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri

dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap

tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p

kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis

penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i

diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 54
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan wajib memiliki 1 (satu)
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organisasi profesi.

(2) Setiap Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan wajib menjadi anggota organisasi profesi
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan.

(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difasilitasi oleh Instansi Pembina.

(4) Organisasi  profesi  Jabatan Fungsional  Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

(5) Organisasi  profesi  Jabatan Fungsional  Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan mempunyai tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan
oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan setelah mendapat persetujuan dari Instansi
Pembina.

Pasal 55
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan bersifat koordinatif dan
fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan diatur dalam peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57
Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan paling
lama S (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.



43 2022, No.1006

Pasal 58
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui
penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun
sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2022
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



2022, No.1006

-45-

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNC

SIONAL ANALE PEMIIAYAAN INFRASTRUKTUR PEK )

LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTER| PEERDAYAG UNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMAS] BIROKRAS! REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARALN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEK ERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

LRIAAN UMUM DAN PERUMANAN

n ANG KA PELAKSANA
NG TUOAS TMOROK UNSUR SUBUNSUR URAIAN KEGITAN/ TUGAS HASIL KERJA/ OUTFUT KREDIT KEGIATAN
1 2 E] + 5 [ 3 9
| [Melaksanakan Perencansan Pemyusunan 1 | Mengom plesi data Kerangka kerjs Laporan kompilasi data ke rangka kerja 020 Ahli Pertama
keglaman Analies pemn higyaan perenca naan (fameuork ), program, penyusunan daltay [ mework), program, penyusunan dafmr
Femb by aan infrastrubaur pekenasn pemb byaan proyek, dan project ppeline kena sama proyek, dan
Infrastruktur uimum dan permahan imfrastruktur pekerjissn pem bisoasn infrasttukiur pekerisan o e iy
Fekerpan Unmm dan wmum dan perwmalan dan perumahan Han perumahan
Ferumshan
2 [Menyusun berangks kerja (frmmennrk), Dokumen kerangka berja (framewnt) 0.0 Murds
program, dafir proyek, dan project pywiine  Jprogram, daftar proyek, dan pejecr g
herin sama pembisyaan infrastrakiny kerin sama pembinysan infrastrkinre
pekeriaan umum dan perumahan mum dan perumahan
3 INelkukan kagon alte rmatil rebomendasi Dok umen Josjian alveron Ul rekome noasi 07s Ahll Madya
berangha kera rogram ke rangha kerjs (Frame k), program
penyusunan daftar proyek. dan propect penyusunan daftr proyek, dan projcr
pyeline kerja sama pem hiayaan kena sama pem biayaan
infrastruktur peke s ur pekarisan tan
pe rutnahan E:. rimahan
4 IMerumuskan mekomendanl kerangka kerjy Dokumen r san re kome nddasi erangka 108 Ahli Utama
(framework |, program, penyusunan daftar keria (Nramework ), program, penyusunan
proyek, progect pipeiing kera sama Hahar proyek. proger preline kerja sama
pemblayaan infrastrukiur pekensan nmum fpembisyasn infrasirukiur pekerjaan wmum
dan perumahan — Jan perumahan —
5 Melakukan seledai progpek KPEU Laporan hasil seledai proyek KPRU 044 AhTi Muda
nfrastruktur pekerinan i cdan in featruktur peketisan umum can
perumahan -_m\,::?i_u:
6 Welakukan vallan! atas hanil kajlan Lapoan salicke ] ston Kaginn altermat il 1.00 Utama
alernatil rehomendasi keranghka kera reomendast keranglas kerja (frameuork),
Ummeuork |, program, penyusunan daftar program, penyuwunan dafwr proyek, dan
proyek, dan project pipeline kernja sama Progect pooeline kerja sama pemb byaan
pombisyasn infrastrukiur pekerpsan umum finfrastrukiur peketissn umum dan
dan perumahan e malan
T [Mengorn i bed clata fau dan/ stail Lapotan kot pilasi data iy dan / stau 015 Ahli Fertama
permasalahan pembiyaan i permasalahan pembiayaan mfrastrukmr
pe b iy umum dan perumahan e e 1 b dan perumahan
& [Melakukan telashan isu dan/ atan Dokumen telaahan wu dan/ atau 0AS Ahli Muda
permasalahan pembisyaan infrastruktur permasalshan pembiayaan infrastroktur
pekeriany wnum dan perumahan pekerjsan uimim dan perumahan
9 [Mengompilesi data rencana induk Laporan kom pilasi data rencana induk 023 Ahll Pertama

infrastruknir pekerjuan umum dan

perumahan

infrastruktur pekeriaan umum dan

perumahan

Www.peraturan.go.i
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5 . . o F ANG KA T LAKS ANA
NO TUGAS POKOK UNSUR SUDUNSUR URAIAN KEGWTAN) TUGAS HASIL KERJA) OUTPUT KREDIT KEGIATAN
1 2 K] 4 ) [ 5 <9
Me lakukean telaahan remana mduk Nokumen wlashan rencana ncuk a.50 Alli Mudda
mfrastruktur pekerjsan nmum dan infrastroktur pekerisan amum dan
pe yualian erumahan
1 IMengompibsidata remeans pembiseasn dan JLaportan kom pilasi data remcana pem b iy asn 0320 Al Pertama
stravegl pengembangan pembbysan lan strategl pengembangan pem biaysan
infrasrruktur pekerjaan umum dan infrastrokiuy pekerjaan wmum dan
perumah e rumahan
12 IMelakuban telaahan rencana pemblayaan Dokumen telashan rencana pembisyaan dan a5 Anli Muda
cdun straegl peogembangan pemblyaan strateg) peogem hengan pem b by aan
infrastrukiur pekergaan umum dan infematrukiur pekerinnn umum dan
perumahan ____\ rumahan
13 Menyusun alternatil shenario rencana Dokumen alte riatil shenatio rencatia feknis 075 Ahl Madys
pem sy nan infrastruktur pekensan umum Jpembdayaan mirsstroktur pekeraan wmmm
dan/amu perumahan Man/atu perumalan
14 | Menyusun strateg) pemgembangan Dokumen strategl pemb ayaan infrastruktur 0.54 Al Muda
pemblayman infrastrukiur pekerjaan umuin  Jpekes jsan umum dan/stau perumahan
chan / | perumahan
Nenyusun rekomencasi rencana dan sraegifllokumen re komendasi tekms rencana dan 100 Ahll Una
pengembangan pemblayaan folrastrukiur stisteg) pengembangan pembiaysan
pe ke tiwan umum dan perimahan mrsstruktur pekeriaan umum dan
erumahan
N pgom pi bl ddata norme, stand ar Laporan kom pilasi data norma, 0,18 Pertama
prosed ur, dan kriwria pembiayasn prosecur, dan kriteria pem by aan
infrastruktur pekersaan umum cdan nfrastruktur pekenaan umum dan
perumahan perumahan
17 [Melakukan telaahan ke butuhan norma Dokumen telsahan kebutuhan norma, a3e Alli Muda
sandar, prosedur, dan kriteria bidang standar, prosedur, dan kriteria bidany
pemblagysan infrastruktur pekernn umum  Jpembisysom infomtrukiur pekesan wmmm
can perumahan 1an perumahan
18 e lakukan kajien alternatil rebome ndasi Dok vmen bos pisn al e s na il rekome nedes | 081 Ahli Maiys
not me, standar, prosedur, dan kriteris notma, standar, prasedur, dan kriteria
pembiayaan infrastruktur pekersan wmum  fpembiayasn infrstruktiur peketman uwmom
dan perumahan dan perumahan
19 INenyusun norma, standar, prosedur, dan Dokumen nerma. standar, prosedur, dan 80 Ahli Utama
kriteria pembiayaan infrastrukiur pekerjaan friteria pemblayaan mfmstrukiur peber jman
umum dan perumahan umum dan perumahan
20 Nengompibei data perjanian kera sama Laporan kom pilasi data perjan jian kerja Ahll Pertama
awmu memorandumof undemranding sama dan/ atau memarandum of
pembiayaan infrastrudaur pekecian wmum  Jundersmncting pembloaan infrastrultur
cdan perumahan e o f basn i um dan pe rumahan
21 I8 lakukan e b n substanel perjan jan Dokumen telaahan suhstansi perjanan aA0 Ahli Muda
bor i sarmm chan / i i nel o m ket sama dan /awn memora el um of
wnedersanding pembibgaan infrastrakiur understaneding pembiogaan infrastrulaur
pekenaan umum dan perumahan e b £ s wmum dan pe numahan
22 Nenyusun perjanjian kerja sama dan/atwu Dokumen perjanjian kerja sama dan/atsu )] Ahl Madya

memorandum of undersminding pemblayaan
inframtruktur pekerjaan umum dan
i mahan

ey
inframtrukiur pekerjaan umum dan
perumahan

WwWw.peraturan.go.l
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NO TUGAS POKOK UNSUR SUDUNSUR URAIAN KEGWTAN) TUGAS HASIL KERJA/ OUTPUT KREDIT KEGIATAN
1 2 A 4 ) [ L] 9
23 IMengompilae) data hibah, pimgaman Laporan Kom pilas) data hibah, pmjaman, RE] Ahli Pertama
dan/ atau kemitraan dengan luar negeri dan/ateu kemitraan dengan luar egern
dalam kerangha pembbyaan (o frasrikinr dalam kerangka pembiayaan infrastrukng
pekerjaan wnum dan perumahan e b g i dan pe rumahan
M INclakukan telsahan pemanfsawmn dans Dokumen telaahan pemaniaatan dana hibal, 043 Alll Muda
hibah, pinjaman, dan/awu emiraan o paman, dan/ atau kemitrsan dengan luar
e ngan luar negeri dalam kerangka megeri dalam kerangka pemb spaan
pembiayaan infrastruktur pekerfsan umum  Jinfrastroktur pekerisan amum dan
dom perumahan perumahan
25 |Nelakukan kajian alernatif e bomendani Dokumen kajlan alvrmanf rekomencas| 075 Al Maclys
pemaniaatin dana hibah, pinjaman pemaniaatan dana hibah, pinjaman
chun [/ amu ke traan dengan luar neger | lan/awmu keminraan dengan luar negerd
calam beranghes pembivoann infrastrukiur Talam herangka pembisgaan inlrastru ki
pekerisan umum dan perumahan ye boe rjan umum dan perumahan
X INerimuskan rekome sl pemanbwan Dokumen rekome ndsd e knis peman lastan Ahli Utama
dema hibah, pinjaman, dan/ ey kemitraan  Mana hibah, pinjaman. dan/atau kemnman
dengan luar negeri dalam keranghs lengan luar negeridalam kerangks
pemblayaan (ofrastrokiur pekenaan wmum  fpemblayasn infomirukiue pelkesan uomm
chn perumahan lan perumahan
2. |Pemyusunan 27 IMenkukan dlentifikasi risiko dan Rompilsal  JLaporan hasil klentifilasi risiko dan 023 Ahll Tortama
manajmen risko chieta i tgasa i rimtho oo Bisoasnn 1o ras et s foom g b d data mitigesd ko pem hisyaan
pemb iyaan pekeriman umum dan perumahan infrastruktur pekerisan umum dan
infraswukiur pekernaan perumahan
wmim can perimahan 24 Nelakukon amalisis rimiko dan mitgas risikojDokumen anabimis reiko dan mitigas risiko Ahli Muda
pemblayaan infrastrulaur pekeaan umum fpemblayaan nfrastrukiur pekeriaan umumm
dan perumahan lan perumahan
29 Melakukan pemeddelan finansial atan Lapotan pemodelan finansul atas peristiva a27 Ahli Pertama
peristiva risiko pemb ayaan infrastrukius rinlo pembivyaan infrastruknir pekerjaan
pekerisan umum dan perumahan umum dan perumahan
X Nl ko kan telaahan mitgas reiko Dokumen hasil telaahan mitgasi v aiko agzs Al Madya
pemblayaan infrastrukiur pekerfaan umum fpemblayaan infrastrukiur pekerjaan unmm
dan perumahan fan perumahan
3 |Pemodelan pembiayaan | 31 IMelshukan analisis kelengkapan do kumen Lapotan analisis ke ke gkapan dokumen a.50 Alll Pertama
Infrastrukiur pekenjaan pemblaysan proyek infrastrukiur pekenasn  fpembiayaan proyek infrastrukiur peker jaan
umum can perumahan umum cdan perumahan wmum Jdan perumahan
12 INenganalsis kelayakan proyek pembayaan [Laporan liais Kelyakan pembisyaan Q22 Ahli Pertama
infrastruknir pekerinan umum dan inframtrukiur pekerisan umum dan
pe t1tnahan pe rumahan
33 [Melahukan perhungan omponen hanga Dokumen perhutungan onen harga jual 023 Al Pertama
Al rumah r ama
M by Kt ke elan hargs jual rmmah Dokumen pemodelan hargs jual rumah 046 Al M uda
M la kukan 1elsahan pemhbigyaan harga joal [Dokumen haail telaahan pembigyaan harga 1,10 ;a
rumah hagi masyarakat berpenghaslan jual rumah bagl massarakat berpenghasilan
rendah re ndah
3 Me ladatkan valkiasi atas hasil pemock lan Laporan valickei atas hanil pemodle ben 1.54 Ahti Utamas

pembiayaan infrastrudtur pekerasan wmum
dan perumahan

pemhinyasn mfsirakiur peketisan wmmm

dan perumahan

WwWw.peraturan.go.i
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. R F ANG KA 5 LARS ANA
NO TUGAS POKOK UNSUR SUDUNSUR URAIAN KEGWTAN) TUGAS HASIL KERJA/ OUTPUT KREDIT KEGIATAN
1 2 5 4 5 [ ] 9
B |Pempiapan pem b asn Premus n wtudi 7 I Nengom pilas) data kajian kesesuaian Laporan komy » kajiun hesesuaian 0,22 Ahli Pertama
infrastruktur pekerisan pembiyyaan proyek kerangka regulasi dan ke lem bagaan kerangka regulsm dan kelembigaan
wmum dan perumahan infrastrukiur pekeriaan pem hlayaan (nfrastrulour pekerman umum  fpembiayaan infrastrubkour pekenaan umm
wmum can peruwmaban dan perumatian dan perumahan
W [ Melakukan telaahan kesesualan kerangka Dokimen telashan keseninban kerang 044 Ahli Mucda
regulmicdan/an kelembagaan pembigann Jropelasidan/aau belembagasn pem bisyasn
infrastruktur pekerman nmum dan infrastruktur pekersaan umum dan
pesumahan perumahan
19 [ Nelakukan analisis pasar pembiayaan Laparan hasll analisis pasar pembiayaan oAl
pruter dan sekunder pemnbbyaan primer dan sekunder pemblayaan
Infrastrukur pekeraan umum day inframtrokiuy pekerjaan wmum dan
e rumahan e rumahan
40 e ba kukan kajian alte rnatt! rehome ndasd Dokuwmen kajlan alernatll rekome nchas | 120 ARl Madya
leraesuaiin ke rangka regulasi dan heaesuin inn Keranghs regubsi dan
helem bagaon pembiayaan infrastruktur ke ke m bagaon pembiayaan infrastraktur
pekerinan amum dan perumahan eberinan umum dan perumahan
41 Menyusun rekomendasi teknis kesesuaian  f0okumen rekomendasi teknis kesesiaian 1.54 tama
kerangka regulasidan kelem bagaan kerangka regulas dan kelemhagaan
pemidayaun Infrastrukiur pekensan wmum  fpembiayaan nfrastrukiur pekeraan umum
dan perumahan lan pe tumahan
42 I Mengompilesi data kajlan kesesuaian Laporan kompilasidata kajlan kesesuaian a22 Ahll Pertama
rancangan teknis dasar s engineenng rancargan teknis dasar (Inseeng g
desgn) dadam pembbsocsan mfras ekt lesgn)dalam pembisysan infrastruktnr
pekerisan umum dan perumahan pe ke rinan umum dan perumahan
43 Ve bk kan telsshan keseauaian rancamgan JDokumen telashan Kesesuanian rancangan Al Mucds
eknis dasar /baxe engmeering desgn) dalam Jre kems dasar (base eng ineering desgn ) dalam
pemblayaan infstrikiur pekerfaan umum  fpembiayaan infrastrukiur pekerfaan umum
dan perumahan fan perumahan
N la ko kan kajlan alteroatif e home ndas) Dokumen kajan alernauf rekome ndas) AhliMadya
kesesualan rancangan teknis dasar /bank kesesualan rancangan eknis dasar (base
mgineering desgn) dalam pemb isyasn Jenginawring design ) dalem pem bisasn
infrastruktur pekerjaan umum dan mirsstruktur pekersan umum dan
perumahan perumahan
45 [Nenyusun rekomendasi tekinis kesesuaian  J0okumen rekomendasi teknis kesesuaian 1.50 Ahli Utama
rancangan teknis dasar (s engmeering rancangan teknis dasar (haseengnesing
desgn ) dalam pembbyaan infrastruktur desgn)dalam pembiayaan infrastrukur
pe ke rhnnn wimuin dan perumahan pe ke rjnsn umum dan perumahan
16 INengom pibesi dara kajian kelayakan ebo nomifLapoan kom pilssi dars Kajan ke layakan 022 Alll Pertama
dan Tinanaial dalam pembiayann ¢ konomi dan finansial dalam pemb by aan
infrastruktur pekersaan umum cdan infrastruktur pekersan umum dan
perumahan perumahan
47 [Nelakukan analisis kelayakan ekonomi dan  JLaporan hasil analsis ke boyakan ekonomi Ahli Muda
finansial dalam pembisyaan infrastruktur dan finansial dalam pembilgyaan
pekeraan umum dan perumatian infrastrukiur pekeraan wmumm dan
Juetumahan
A5 00 b beu bony Beafhan a e rnat if e dome nelas ) Dok umen bos fhan aler il rekome ndes| a90 Al Madya

mimber, pola, dan skema pembisyman

infrastruknir pekerinan umum dar
perumahan

pumber, poka, dan skema pembvgaan
mfrastruktur pekerpsan umum «
je rumahan
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40 INelnkukan kajian alte rnatid whkome Dokuwmen kajinn alwerns ol rekome nobss 090 Ahli Maciyn
b bya kan ekonomi dan finansial dalam ke byyakan e konomi dan finansial dalam
pem hlayaan (nfrastrulour pekerman umum  fpembiayaan infrastrukour pekenaan umm
dan perumahan Kan pe rumahan
50 [ Menyusun rekomendasiteknls kelayakan Dokumen rekomendani teknis kelayakan 100 Al Utnina
ekonom | dan fmansial dalam pemhyaan i konom il dan Nnansial dalsm pem b bysan
inframtrukur pekenpan umum dan in Frastrubtur pekerpsan umum dan
pe rumatian ye rumahan
51 IMenyusun rekomendasisumber, poly, dan  JDokumen rekone ndsed (e knis sumher, pola 128 Ahli Utama
skema pembiyaan infrastruktur pekerisan  an skema pembiayaan infrastruktur
wmum dan peromahan pe b rjaan untum dan perumahan
52 IMengom pibeti date kajian kerangha ber i Laporan kompilasi data kagian ke rangka 025 AhTi Portams
penge blaan dampak lingkungan dan sosial  Jkena pengelolan dampak lingkungan dan
dalam pembleyaan infastrultur pekerjaan  sosinl dalam pem bisysan nfrssirukiur
umum dan perimahan e ey paan wmum dan perumahan
53 INelakukan telsahan kerangka kera Dokumen telashan kerangka kera 056 Ahli Muda
pengebolasn dampak lingkungan dan scaial  fpengebolaan dampak lngkungan can sosial
alam pembbgrann infrastrukinr peker)aan Tadam pembbgraan mfeatrukiir peketiaan
umum dan perumahan umum dan perumahan
54 Ve bk kan kajisn & lernatif melome ndssi Dok umen kajisn ol v natif rekome nossl 090 Ahli Maclys
b rangka ke ria penge lasn dam pak keramgkn kera penge blaan dam pak
lingkungan dan sosial da lam pembiaman Il g kungan dan soxial dalam pembiaynan
Infrastrukiury pekeraan umum dan infrastrukiur pekerman wmum dan
e i mahan pe rumahan
55 [Menyusun rekomencasiteknis kerangka Dokumen rekomendasi tekms beranghka kers 1AS8 Ahli Urama
keria pergebo laan clam pak lingkungan dan pengelobasn dampak tingkungan den soninl
sosial dalam pem biayaan infrsstroktur dalam pemblayaan mirsstruktur pekerjaan
pe kerisan umum dan perumahan umum dan perumahan
56 [N ngom pibsd data kajian kenesuaian bentokfLaporan kom pilasi data kajinn keasesuaien 022 Al P rtama
ke ma pemb isyaan dalam penyediaan bentuk kerpsama pembisgann dalam
infraatrukur pekerjaan umum dan penyecliaan nfrasiruktur pekerjaan umum
pe rumahan fan perumahan
Melahukan telaahan Kesesualan benmk Dokumen telashan kesesusaiun bentuk kerpa Q.50 Alli Muda

ke sama pembiayasn dalam penyediaan
Infrastruk s pekerfaan umum dan
perumahan

pama pemblayaan dalam penyed inan
infrastruktur pekersan ywmum cdan
e numahsasn

55 N lakukan kajuen alternatil rebome ndasi Dok vmen bosyian ol s na il rekome nedes i AWl Maiys
kessaumian bentuk kerja sama pembiayaan  [kesesuaian bentuk kerjn sama pemb vyaan
dalam penyediaan Infrastrukur pekerjaan Halun penyediaan mfrastrulktur pekerjsan
umuin dan perumahan umum dan perumahaan

¥ [Menyusun rekomendasi bentuk keris sama  JDokumen rekomendasi teknis bentuk kerja 120 Ahdi Utama
dalam penyediaan infrastrukr pekerjaan sama dalam permpediaan infrastrukiur
umm dan perumahan pedorf jaan umum dan perumahasn

60 JMengom pilesi data kajian dukungan Laporan kom pilasi data kajlan dokungan 0,18 Ahll Pertama

Al pminan peme rintah dakon
konteks ke byakan pemhia
e kersan umum dan perumahan

san infrastrultur

Man/atau jaminan pemerintan dalam konte k)
oo by abean pembisysan infrastrukiar
pekerisan umum dan perumahan
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63 [ Neny rekomendas) dukungan dan/ atau [Dokumen wekome ndasi e kn ukungan 140 Ahl Utama
jaminan pemerintah dalam kon ke ks dan/atan jaminan pemermtah dalam konte ks
b bya kan pembiayaan (nfrastrukaus ke layakan pembiaysan infrastrukiur
pekerjaan wnum dan perum e doe v s wmum dan pe rumahan
Penlam 64 I Ne ngom pi be ' prenyusunan dokumen Lapotan kompilesi dats penyusin 022 AhTi Portama
pemusunsn stuch banis [Business cose) pembigaan lokumen bisnis( was cane | pem blsyasn
pemb iyyaan proyek infrastruktur pekerman nmum dan infrastruktur pekeriaan umum dan
infrastrukiur pekeraan perumahan perumahan
umum dan perumahan | 65 [Melakukan pendamptigan penyusunan Laporan pendampingan pemrusunan Ahli Muda
dokumen blank /business case) pemblaysan Mokumen bisnis (busimness cane ) pemblayaan
Infrastrukur pekenaan umum dan infrastrukiuy pekeraan um dan
e rumah perumahan
66 [ Melakuban validas| atas hasil penyusunan Laporan valices atas hasil penyusuna 135 Madya
dokumen hisnis ( Susiness oase | pembsgasn Mokumen bnis (Business cose ) pem biayasn
infrastruktur pekerjaan umum dan infrastruktur pekermsan umum dan
perumahan Jperum han
Pelakwsa nnan dam /atau Perswpan pengadaan o Menyusun bahan pelsksanson kona Laparan penyusunan bahan pelaksanasn 023 Ahli Pertama
transakxi pembnayaan badan usaha pelaksana pasar L rket ¢ s o | konsu sl pasar | marke ]
Infrastrukiur pekerjaan 65 Vel kukan telashan hasil pelakaa naan Dok umen telanhan hasil pelalaanaan aa2 Al li Mucds
umum dan perumahan Konau sl pasar
0 I Mengompilesi data perencanaan pengadaan JLaporan hompilasi data perencanaan 022 Ahll Pertama
tnah dan permukiman kembali dengas pengadaan tanah dan permukiman kemball
renca s Proyek KPRU lengan rencanas proyek KPRU
70 [Melakukan analisis kesesuain dokumen Laporan hasil analisis kesesuaman dokumen oAd
rencanaan pengadasn tanah dan perencanasn pengadaan tanah dan
permukiman kembali dengan rencans proyekjpermukiman kembali dengan rencana proyek
Kby L o U
T1 [Mengevaluml penetapan bkl prosek KPR aporan evaluad penetapan Lkai proyek 075 AhTi Mactya
KU
73 IMenganalises helengkapan dan ke bs pan Laporan analisi kelengkapan dan kesiapan 03] Ahli Pertama
Whapan pengadann badsn usaha KPBU tahapan pengadsan bacan uas ha KPRU
73 INelahukan riviu atas koo firmas) minat pasar flapotan riviy konfirmast minat pasar oAl Alh Muda
4 N lakukan telsahan subistans) teknis Dokumen hasil telaahan substansi 1eknis 044 Ahh Muda
pengadaan hadan usaha pengadnan haclan usahas
75 N lakukan v Laporan valicdes: teknis hasil 1elashan AT Maclys
persiapan __.,.:nu\*...:_ hadan usaha KPny jersiapan pengadaan hadan usaha KPBU
Pengadaan hadan 76 INenganalisis kelayakan proyek berdasarkan JLapotan hasil analisis ke byalkan proyek 090 Ahll Madya

taaha pelaksana dan
pemandatanganan
peranjian KPOU

dokumen Wwhap penyisg

pengadasn

e rchaar kan « tmett tahap pempiapan

engaiaan

Menyusu Ku
B gual(fication, perminy
proposal/ reguest for proposal dan mncangan
perjan)lan KPBU dan

1 prakualifikasi/ reguess

lan bhaclan

AU perjar

penylapan KFEU

Dokumen prakualifikasi/ wguest for

ficaton, perminw

ooy eal
ar poposal dan mocangan penjanjan KPFBU
Jatau pesjanjian badan penylapan KPBU

Ahli Mudas
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4

5

&

9

pengadann Badan Usaha Pelaksana proyek
ke sama pemblayann infrastruktur
e ke riwan umum dan perimahan

pengadaan Badan Usaha Melalsana proyek
ke rjs sama pemblayaan infrastrukiur
e o ¢ psin umum dan e tumahan

™ un mener randum informat prow k Mo morand um mkor mas prove k Ahli P riama
= an lelsahan atss begagalan proses  JLaporan kegagalan proses dislog optima lisae | Ahli Madya
81 [Menyusun jawaban sanggah stas hasil Lapotan jawsban senggah atas hasil 027 Ahli Muda
peklangan KPDOU /kerja sama pemb iy aan pelelangan KPUU/ kerja sama pem bilsyasn
Infrastrukmr pekeraan wmum dan infrastrulaur pekerjaan umuam dan
perumahan dan/awmu baden penyiepan perumahan dan /atau hadan penympan
KPE U | (RSN
H2 N hukan tebaahan & s hasil prakualifikssd fLaporan hasil prakis ik 1 clam [ 075 AhTi Maelya
e/ atmu pelkelangan kern sama pembigyaan jpelelingan kera sama pemblayaan
infrastruktur pekerjaan umum dun mfrastruktur pekerjsan umuom dan
perumahan dan/amo badan penylapan perumahan dan /atan hadan penysapan
KPELU okeh panitia g wlaan L PHU akeh panitm pengaclasn
A3 INenyusun rekomendasi terkalt badan usaha JLaporan rekome ncles! 1erka it hacun usala an3 Al Madya
you ity meniadi pemenang Iebmg yang meniadi pemenang belang
54 INelakukan telsahan aws usulan perubahan JLaporan usulan perubaban anggota atau 075 Al Maclys
Angow stay komposial ko momsinm pesena fhomposisl konsorsium peserta belang
be banig
Neba ko kan finalisasi dokwmen perpanian Dokumen perjanjan KPELUS ker s sama 027 Al Muda
KPHU / ket ja sama pemblayaan infrastrukiur fpembiayaan infrastrukiur pekejaan umum
pe ke riwan umum dan perumahan dan/asu Man perumahan dan /atai badan penylapan
badan penylapan KPEU | (3340
36 INelakukan penyispan penands t nganan Laporan penypan penandatanganan Q020 Ahli Pertama
penjanjian kerja sama pembigyaan perjan jian ker js sama pembgaan
infrastrukniy pekeriman umum dan infrastrukiur pekeraan wmum dan
porumahan e fumahan
&7 N lakukan valelas) ats haall Laporan valicdas! atas hasil penyelengrarasn 140 ARl Utamas
penyeknguaraan pengaciaan Badan Usaha pengadhan Badan Usaha Felalsana
P loksana
55 INelkukan valdas) ams substansi penan jian JLaporan validasi atas substans) perjay an 140 ALl Utama
hetin sama pomerintah dan badsn usaha ke i aama peme rintah dan baddan s ha
& INenyusun adendum dokumen perjan jan Dokumen adendum perian jlay berja sama a9.30 Al Muda
bt i sama pem blsoasn infrastraktur pembiayaan infratrukior pekegasn wimm
pekeriaan umum dan perumahan dan/atu Mdan perumahan dan/atan badan penyiapan
hadan penyiapan KPBU | (NASHE
Perdampingan teknts Mengompi bes i data pendamp mgan transaksi fLaporan kompilasi dats transaksi proyek 020 Ahll Pertama
tramaakai proyek KPBU proyek kena sama pemblayaan infrastrukiur fheris sama pembiayaan infrastrukiur
alay lera sama pekerjaan umum dan perumahan peder jaan umum dan perumahan
penmbsyann
mfrastruktur pekerysan [ 91 [Melakubkan peodampingan konsuliasi pasar JLaporan pendampingan komsulssi pasar 027 Anli Muda
umuom dan perimahan (markerconsulation | proyek ke sama metrket con sul gt on ek hetja sama
pemblayman infrastruktur pekerjoan umum Jpembiaysan mirstrokiur pekerisan unmm
chan perumahan jan perumahan
92 [Mebkukan pendamplingan persiapan Laporan pendam pingan persiapan 027 Ahli Muda
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1 2 K] 4 ) [ 5 9
3 Nl kukan peodam pgan pe b oo ann Laporan pendampingan pelkos naan 22
prakualifiksel dan pelelangan adan psaha Jprakualifikasl dan pelelangan badan usahs
pelaksana proyek kerja sama pem blayaan pelakaana proyek kerjo sama pembiayaan
infrastrukiy pekenaan umum dan infrastruktur pekenaan wmumm dan
e rumahan et mahan
4 INelakukan pencdam pingan pemenuhan Laporan pendam pingan pemenuhan 056 Ahl Madys
persyaratan pendahuhian proyek ke sama fpesyaratan pendahuluan proyek ke e sama
pembayaan infrastruktur pekerfsan umum Jpeminayasn infrastruktur pekerisan umom
dun perumahan cdan perumahan
Q5 IMelkukan pendampiigan penetapan bokasi JLaporan pendsmpingan penetapan bkani Ahli Maclya
proyek kerja sama pemblayaan infrastrukaur fproyek kera soma pemblayaan infrasouktus
pekerjaan umum dan perumahan peder fsan umum dan perumahan
90 e lakuban validas] atas hasil Laporan valicdesi atas hasil penyelenggarnan 140 ARD Utams
penyenpparaan pendampingan toamsaksi pendampingan transaksi proyek herjs sama
proyek kena sama pembiaysan infrastruktur fpembiaysan mirsstroktur pekersan unmm
pekeriman umuimn dan perumahan dan perumahan
Pelaksanaan 97 [Mengompllasi daa penyaluran kemudahan  JLaporan kom pilasi data penyaliran 022 Ahli Fenama
pemyaluran kemuodahan dan bantuan pemblayaan perumahan ke mudahan dan bantuan pembiyaan
cdan /atan bantuan et mahan
| pembimyaan perumahan| 98 IMenyusun prognoss permyaluran hemudahan JLaporan prognoas penyaluran kemudahan LEE} Al Nuda
_-Aﬂlu can /s u bantuan pembisyasn perumahan Tan/abu bantuan pembisyasn peramahan
! 99 [Nelakukan pergujian penyeknggaraan OrAN pengu)ian permyelenggarann 075 Madya
prnyalaran hemudahan dan bantuan penyaluran kemuds han dan bantuan
pem hisyaan perumahan hem b yasn perumahan
Ne b kukan vabdas) ataa haail Laporan validasi atas hanil penyelknggaraan 136
penyeknggarsan pembayaran penyaluran pembayaran peunyaluran kemudahan dan
kemudahan dan bantuan pembisyaan bantuan pemhismyaan perumahan
perumahan
D [Pemantuan dan Pemamtanan dan 101 INengom pi bl data pemanianan dan evaliai JLaporan kom pilasi data pemanwuan a Ahll Pertama
evalumml evalumsi penye ¥nggaraan infrastruktur pekerjaan pevaluasl penyelenggarasan mirastruk
pernyelenguarsan penyelenyyaraan KFBU umum dan perumahan e ket jaan umum dan peru
pem bisysan 102 IWe sun instrumen pemantanan dan Laporan instrumen pemamasan dan ewa luss 050 AhH M uda
inframtruktur pekerjaan evaluaal penyelenggaraan pemhiayaan penyelemagaman pembiayaan infrastrukiur
umum dan perumahan infrastrukr pekerjaan umum dan pekerjman umum dan perumahan
e rumahan
103 e lakukan telaahan hasil evaluas) Dokumen felashan evaluas penyelknggaraan [EEE) Alli Muds
penyelkenggaraan pembiyasn infesirukiur Jpembinyasn nfestrokiur pekerisan dwmam
pekerjaan umum dan perumahan Jan perumahan
104 [N ngom pilasi data kajian petunjuk teknis Laporan kom pilasi dats Kapan perunjuk Ahli Pertama
pemantauan pe e lengaraan pem i ysan e Kria pemantaian penye engaraan
infrastrukmr pekerfaan nmum dan pembisyaan infrastrukiur pekeraan wmmm
pe rimahan Jan pe rumahan
105 IMelakukan telsahan petumguk wknm Dokumen telaahan petunjuk tekms a40 Ahti Muda

pemantanan penyelenggaraun pe g ysan
infrantrukur pekerjaan umum dan

i mahan

e mantsuan penyelengaaraan pemb byaan
infraatrukiur pekerjann umum dan

perumahan
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1 Ne ngom pi b data pendamp mgan tekois Laporan kom data pendam pmgan 0,29 Ahli Pertama
pelakzanaan kegistan pemantaian dan e horis pela bsanaan kegitan peman tauan
evaluas) penyelenggaraan pembiayaan dan evaluasl penyelenggamman pemb yaan
infrastruktuy pekeriaan umum cl infrastrukiur pekeraan wmum dan
e rumahan petumahan
107 % b kukan \elsahan pendampingan teknis  [Dokumen telashan pendam pingan e knis a40 Ahli M
pelaknanann kegistan peman tauan dan e lakaanaan kegintan pemaniaaan dan
eva hiaai penyelenggarsan pem hiaysan pvahian pemyelenggaraan pembbgaan
infraatrukmr pekerjaan umum dan infrastruktur pekerysan umuwn dan
perumahan perumahan
105 INe b ksanakan pendampingan teknmn Laparan hasil pendampmgan eknm 06 Ahli Maclys
pelaksanaan kegintan pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan
v ol penye e mggar man pem b yaan valiuas pemelenggarsan pemb booasn
inframtrukiur pekerjaan umom dan in Frastrultur potkerpaan umum dan
perumahan perumahan
100 INengom pilas) data peman i dan evaluss JLaporan kom data pemanwwan dan 022 Ahli Pertama
penye ke nggarman pre k keria sama pvaluan pemyelenggaraan proyek kerja sama
pem layaan (nfastrulour pekerman umum  fpembiayaan infrastrukaur pekenaan umm
dan peru an secam herkala/period ik dan perumahan se
110 IMebadsanakcan pemantauan dan evaliussi Laporan pemanmuan dan evaluss) 048
peoyekengarsan prowk kena sama penye kg an proyek kens sama
pemhi an infrastruktur pekerfsan umum Jpembnayasn infrastruktur pekerisan umam
cun perumahan secamn herkala/perodik dan perumahan secara berkala/peredik
111 Nenyus rategi tindakan kore kil atas Dokumen strateg tinda kan kore kit atan 1 Ahli Utama
emuan hanil evaluasi penyekenggaraan temuan hamil evaluasi penye e nggaraan
peom blayman infrastrukiur pekesaan umuin  fpemblayaan infrastrukiur pekeriaan wmum
dan pernimahan lan perumahan
112 INelakukan valclas) atas hasil eval v Laporan validas] atas haail evaluasl Al Utnina
penyelenggarasn pembigaan infrmtruknie  Jpenyelenggs raan pembiayasn infrem
mekeriaan umum dan perumahan pekerjnan umum dan perumahan
Pema manan dan 113 [Mengom pilas) data peman tauan Laporan kompilas) data pemanauan 0,20 Ahli Pertama
evali penyaluran penyebenggaraan pembiysan perumal penye egys raan pemb perimaha
ikl B R T Y | T T T 3= Tapo c IR e ART M s
banman pembisyaan r an per NELARA N LApOran pemantanan peayeEngganan [T Al Muda
pem hisyaan perums \ e m binysan perumahan
perumahan
115 INelakukan evaluasi hasil pemanauan Dokumen evaluasi hasil pemamauan 075 Madya
pnyelenggaraan pembgasn permahan penyelenga rann pembisoasn perumahan
116 INenyusun strateg) tnda kan kore ktif atas Dokumen strateg tinda kam ki ktil atoms 192 Ahl Utama

Emuan lasil pemamauan penyelkenggaman
eminaysan perumahan

femuan hasil penuantauan penyek ngs rman
pem binyasn perumahan
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NO

TUGAS POKOK

UNSUR

URAIAN KEGIWTAN! TUGAS

HASIL KERJA/ OUTIUT

A NG KA PELAKS ANA
KREDIT KEGIATAN

3

5

O

g B

Ml ku kan valelasi s hawil
kegiatan
\

EngRarss

Layaan

per

Laporan §
kegiatan pema

ickeni atam h

wan pem b iy aan
n

ety ke nggaran 200 ANK Utama

T
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LAMPIRAN 11

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG JAHATAN FUNG SIONAL ANALIS PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

NO

SUBUNSUR

URAIAN KEGIATAN/ TUGAS

HASIL KERJA/
ouTPUT

ANGKA KREDIT

PELAKSANA
KEGIATAN

3

ry

6

7

Pengembangan
Profesi

Perolehan ljazah/gelar pendidikan
formal sesual dengan bidang tugas
Jabatan Fungsional Analis
Pemnblayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan

Memperoleh ljazah sesual dengan bidang tugas
Jabatan Fungsional Analis Fembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

ljazah/Gelar

25% AK
Kenaikan
panghat

Semua Jenjang

Pembuatan Karya Tulis / Karya llmiah
di bidang Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Peruma han

—

Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil

penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan yang dipublikasikan!

a

dalam bentuk buku/majalah ilmiah
internasional yang diterbitkan internasional
yang terindek

Jurnal/ Buku

20

Semua Jenjang

dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional
yang tera kredita si

Jurnal/ Buku

Sermua Jenjang

o, |dalam bentukl buku/ majalah ilmiah yang

diakui oleh organisasi profesi dan Instansi
Pembina

Jurnal/ Buku/
Naskah

Semua Jenjang

Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil

penelitian/ pengkajian/survel/ evaluasi di bidang
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan yang tidak dipublikasikan:

dalam bentuk buku

HBuku

Semua Jenjang

dalam bentuk majalah ilmiah

Naskah

Semua Jenjang

WwWw.peraturan.go.i
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NO

SUBUNSUR

URAIAN KEGIATAN/ TUGAS

HASIL KERJA/

ANGKA KREDIT

PELAKSANA
KEGIATAN

4

Membuat karva tulis /karya {lmiah berupa
tinjauan atau ulasan (miah hasil gagasan sendiri
di bidang Analls Pembiavaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan yang
dipublikasikan:

a. [dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secira nasional

Buku

Semua Jenjang

b, |dalam majalah iimiah yang diakuioleh
organisasi profesi dan Instansi Pembina

Nuskah

Semua Jenjang

Membuat karyva tulis /karya ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri
di bidang Analis Pernbayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tidak

dipublikasikan:
a. |dalam bentuk buku

a

Buku

-~

Sermua Jenjang

dalam bentuk makalah

Naskah

Semua Jenjang

Menyampaikan prasarana berupa tinjauan,
gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan
ilmiah.

Naskah

Semua Jenjang

Membuat artikel di hidang Analis Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
yang dipublikasikan

Artikel

Sermua Jenjang

Penerjemahan /penyaduran buku
dan karya ilmiah di bidang Analis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan

Menerjemahkan /menyadur buku atau karya
ilmiah di bidang Analis Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan yang
dipublikasikan:

a. |dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secar nasional

Buku

-

Semua Jenjang

b, |dalam maj
organisasi profes

ah iimiah yang diakuioleh
dan Instansi Pembina

Naskah

3,5

Semua Jenjang

www.peraturan.go.l
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URAIAN KEGIATAN/ TUGAS HASIL KERJA/ |ANGKA KREDIT PELAKSANA
NO UNSUR SUBUNSUR OUTPUT KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7
2. IMenerjemahkan /menyadur buku atau karya
ilmiah di bidang Analis Pemblayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan vang tidak
dipublikasikan
a. [dalam bentuk buku Huku 3 Semua Jenjang
b. [dalam bentuk makalah Naskah LS Semua Jenjang
D, |Pembuatan Buku Pedoman/ Petunjuk|Membuat buku standar/ pedoman/ petunjuk Buku 3 Semua Jenjang
Pelaksanaan /Petunjuk Teknis di pelaksanuan/petunjuk teknis di bidang Analis
bidang Analis Pembiayaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
truktur Pekerjasnn Umum dan  |Perumahan
E gembangan Kompetensi di bidang |Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:
Analis Pembiayaun Infrastruktur L. |Pelatihan fungsional Sertifikat / 0,5 Semua Jenjang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Laporan
2, |Seminar/okakarya/ konferensi simposium /studi Sertifikat/ 3 Semua Jenjang
banding-lapangan La pora
3. |Pelatihan teknis fmagang di bidang Analis
a. [lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat/ 15 Semua Jenjang
Laporan
b, [lamanya antara 641-960 jam Sertifikat/ 9 Semuan Jenjang
Laporan
¢, [lamanya antara 481-640 jam Sertifikat/ 6 Sermua Jenjang
La poran
d |lamanya antara |61-480 jam Sertifikat/ 3 Sermua Jenjang
La poran
¢ |lamanya antara 81-160 jam Sertifikat/ 2 Semua Jenjang
La poran
f. lamanya antara 30-80 jam Sertifileat/ 1 Sermua Jenjang
La poran
g [lamanya kurang dari 30 jam Sertifikat/ 0,5 Sermua Jenjang
La poran
4. |Pelatihan manajerial/ sosial kultural terkait rugas
Jabatan Fungsional Ar Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
dan 1 iperoleh Sertifileat
a. [lamanya lebih darl 960 jam Sertifikar/ 7.5 Semua Jenjang
laporan
b, [lamanya antara 641-960 jam Sertifikat/ 4.5 Sermua Jenjang

Laporan

www.peraturan.go.l
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URAIAN KEGIATAN/ TUGAS HASIL KERJ. ANGKA KREDIT PELAKSANA
%o YNGR g ! podocand KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7
¢. [lamanya antara 481-640 jam Sertifikat/ 3 Semua Jenjang
Laporan
d [lamanya antara 1 61-480 jam Sertifikat/ L5 Semua Jenjang
La porar
e [lamanya antara 81-160 jam Sertifikat/ 1 Semua Jenjang
La poran
f. [lamanya antara 30-80 jam Sertifikat/ 0.5 Sermua Jenjang
La poran
g. [lamanya kurang dar 30 jam Sertifikat/ 03 Semua Jenjang
Laporan
F. |Keglatan lain vang mendukung Mela ksanakan keglatan lain yang mendukung Laporan a5 Sermua Jenjang
pengembangan profe pengembangan profesi vang ditetaplan oleh Instansi
ditetapkan okh Instansi Pembina Pembina di bidang Analis Pembiayaan Infrastruktur
Peleerjaan Umum dan Perumahan
Il JPenunjang A |Pengajar/ Pelatih di bidang Analis Mengajar/ melatih/membimbing yang berkaitan Sertifikat/ 0.4 Semua Jenjang
Kegiatan Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerfaan |dengan bidang Analis Pembiayaan Infrastruktur Laporan
Pembiavaan Umum dan Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan
::_.._..,._2_::: B, |Keanggotaan dalam Tim Penilai /Tim |Menjadi anggota Tim Penikai/ Tim Uji Kompetlensi Laporan 0,04 Semua Jenjang
Pekerjaan Umum Ufi Kompetensi
dan Perumahan -
C.|Perolehan Penghargaan | IMemperoleh penghargaan/tanda jasa Satya
Lancana Karya Satya:
a. [30 ftiga puluh) tahun Piagam 3 Semua Jenjang
b, [20 |dua puluh) tahun Piagam 2 Semua Jenjang
¢, [10 fepuluh) tahun Plagam 1 Semua Jenjang
2. |Penghargaan /tanda jasa atas prestasi kerjanya
a. |Tingkat Internasional Sertifikat/ 3T AK Sermua Jenjang
Piagam Kenaikan
pangkat
b, |Tingkat Nasonal Sertifikat/ 25% AK Semua Jenjang
Pilagam Kenaikan
pangkat
c. |Tingkat Provinsi Sertifikat/ 15% AK Sermua Jenjang
Piagam Kenaikan
pangkat

www.peraturan.go.l
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URAIAN KEGIATAN/ TUGAS HASIL KERJA/ |ANGKA KREDIT| PELAKSANA
NO UNSUR SUBUNSUR OUTPUT KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7
D. |Perokehan Gelar Kesarjanaan Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesual
Lainnya vang tidak sesual dengan dengan bidang tugas Jabatan Analis Pembiayaan
mgas bidang Jabatan Fungsional Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Analis Pembiayaan Infrastruktur a. |Sarjana atau Diploma empat ljazah 5 Semua Jenjang
Pekerfaan Umum dan Perumahan : :
b. [Magister ljazah 10 Semua Jenjang
¢. |Doktor ljazah 15 Sermua Jenjang
E.|Pelaksanaan tugas lain yang Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Laporan 0,04 Semua Jenjang
mendukung pelaksanaan tugas tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan
bidang Jabatan Fungsional Analis Infrastrulktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Pembiaysan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
AN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TID

ABDULLAH AZWAR ANAS
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LAMPIRAN [l

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PEN GAN GKATAN DAN KENAIKAN JABATAN /PAN GKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

www.peraturan.go.id

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

TUGAS JABATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
M/a /b T Tz V/a V/b Ve v/d Ve
Melaksanakan keglatan Analisis
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan 50 50 100 100 150 150 150 200 200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

D
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

www.peraturan.go.id

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

TUGAS JABATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
—— _ \HLI PERTAM) AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
} sanakan kegiatan Analisis
Peibiayan Yo b et ko Palinriai /b T m/d IV/a V/b V/c v/d V/e
Umum dan Perumahan 50 100 100 150 150 150 200 200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

T
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN /PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

TS ARATEN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
— . AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
elaksanakan kegiatan Analisis 2
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan /e 1/d V/a Iv/b V/e Iv/d IV/e
Umum dan Perumahan 100 100 150 150 150 200 200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGAR

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNG SIONAL ANALIS PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN

NO GOLONGAN IJAZAH/ STTB YANG AK untuk kenaikan ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
RUANG SETING KAT pangkat sclanjutnya < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN |4 TAHUN/ LEBIH
1 11l /a Sarjana [S1)/Diploma IV 50 3 18 28 38 47
2 /b Sarjana (S1)/ Diploma IV 50 3 18 28 38 47
! Magister |S2) 50 4 19 29 39 48
Sarjana (S1)/Diploma IV 100 5 35 55 75 95
k| Il e Magister |S2) 100 6 36 56 76 96
Dokter (D3) 100 7 37 57 77 a7
Sarjana [S1)/ Diploma IV 100 5 35 55 75 95
4 1/d Magister |S2) 100 ] 36 56 76 96
Doktar (D3} 100 7 37 57 77 97
Sarjana (S1)/Diploma IV 150 8 53 53 113 143
5 IV/a Magister |S2) 150 9 54 54 114 144
Dokter (D3) 150 11 56 86 116 146
Sarjana [S1)/ Diploma IV 150 8 53 83 113 143
6 IV/b Magister |S2) 150 9 54 84 114 144
Doktar (D3} 150 11 56 86 116 146
Sarjana (S1)/Diploma IV 150 8 53 53 113 143
7 IV /e Magister (S2) 150 9 54 54 114 144
Dokter (D3) 150 11 56 56 116 146
Sarjana [S1)/ Diploma IV 200 10 70 110 150 190
8 vid Magister [852) 200 12 72 112 152 192
Doktar (D3} 200 14 74 114 154 194
Sarjana |81)/Diploma IV
9 V/e / Magister (S2) » 200 200 200 200 200
J Doktor |S3)

MENTERI PENDAYAG UNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

D

ABDULLAH AZWAR ANAS
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